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DESKRIPSI KEGIATAN 

 

Nama Dan Tema 

Nama kegiatan       : Program Pengalaman Lapangan 

Tema kegiatan        : Memperkenalkan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 

dunia kerja dan Lapangan dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Agraria dalam 

penyeleggaraan tugas Kementerian ATR/BPN 

 

Waktu dan Kegiatan 

Hari                         : Senin–Jum’at 

Tanggal                  : 23 Juni 2025-18 Juli 2025 

Waktu                    : 08.00 – 16.30 WIB 

Tempat                  : Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Ponorogo Jl. Pramuka No. 32 , Sultanagung, Ronowijayan, Kec. 

Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411 

Pelaksanaan         : Offline 

 

TUJUAN KEGIATAN 

 

1. Mengembangkan Kompetensi: Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

mahasiswa dalam bidang profesionalnya 

2. Penerapan Teori Praktis: Menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan 

praktik nyata di lapangan 

3. Pengembangan Soft Skill: Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja 

sama, dan memecahkan masalah. 

4. Meningkatkan Kesiapan Kerja: Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki 

dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri. 

 

 

 

 

 

 



ANGGARAN KEGIATAN 

 

1. Anggaran dari hasil iuran bersama sebesar Rp. 336.000,00 

2. Anggaran terkumpul sebesar Rp. 336.000,00 dan digunakan sebesar                    

Rp. 336.000,00 

Dengan rincian sebagai berikut : 

A. Cinderamata dan Kenang-Kenangan  

No. Kebutuhan Banyak Harga Satuan Jumlah 
1 Mug Costum 12 buah Rp. 18.000,00 Rp. 216.000,00 

2 Vendel Akrilik 1 buah Rp. 80.000,00 Rp. 80.000,00 

 

B. Perlengkapan 

No. Kebutuhan Banyak Harga Satuan Jumlah 

1 Co Card 2 Rp. 20.000,00 Rp. 40.000,00 

 

C. Total Keseluruhan 

No. Kebutuhan Jumlah 

1 Cinderamata dan Kenang-Kenangan Rp. 296.000,00 

2 Perlengkapan Rp. 40.000,00 

  Total Rp. 336.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO 

 

1. SEJARAH  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia awalnya 

terbentuk pada tahun 1955 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. 

Sebelum itu, urusan agraria masih berada di bawah Departemen Dalam Negeri 

karena belum dianggap sebagai sektor yang strategis. Tonggak penting dalam 

reformasi pertanahan terjadi pada 24 September 1960 dengan disahkannya Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA ini menjadi dasar 

hukum nasional pertama yang mengatur tanah berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

adat, menggantikan sistem kolonial Agrarische Wet dan mengakhiri dualisme hukum 

agraria di Indonesia.  

Setelah pengesahan UUPA, struktur kelembagaan agraria mengalami berbagai 

perubahan. Pada tahun 1965, Departemen Agraria direduksi menjadi Direktorat 

Jenderal di bawah Departemen Dalam Negeri, lalu kembali mengalami penyesuaian 

struktur dan tugas. Penyatuan instansi agraria daerah dilakukan melalui Keputusan 

Menteri Dalam Negeri pada tahun 1972, membentuk kantor-kantor agraria di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kebutuhan akan tanah di masa Orde Baru 

menyebabkan status Direktorat Jenderal Agraria diubah menjadi Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, menjadikannya 

lembaga non-departemen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.  

Pada tahun-tahun berikutnya, posisi dan struktur kelembagaan BPN terus 

mengalami pembaruan sesuai kebutuhan nasional. Di era Presiden Abdurrahman 

Wahid, Kementerian Negara Agraria dibubarkan dan kewenangan kepala BPN 

dialihkan ke Menteri Dalam Negeri. Lalu, pada masa Presiden Megawati dan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BPN semakin diperkuat sebagai lembaga 

yang mengelola kebijakan pertanahan secara nasional. Reformasi kelembagaan 

kembali dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan 

menyatukan BPN dan unit-unit tata ruang serta informasi geospasial ke dalam 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sebagaimana diamanatkan dalam UUPA 1960 

dan semangat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. 
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2. STRUKTUR 

 
 

3. TUGAS DAN FUNGSI 

Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 

tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugasnya, 

Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum 

keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, 

pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta 

penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 
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2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 

6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan 

dan pengendalian kebijakan pertanahan; 

5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 

12. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk 

Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di 

kabupaten/kota. 
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4. KEWENANGAN 

Kewenangan 

Wewenang ATR/BPN: 

• Perumusan kebijakan: 

ATR/BPN memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan di bidang 

pertanahan dan tata ruang, termasuk kebijakan terkait hak atas tanah, 

pendaftaran tanah, penataan ruang, dan pengelolaan tanah.  

• Penetapan hak atas tanah: 

ATR/BPN berwenang menetapkan hak atas tanah, seperti hak milik, hak 

guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan.  

• Pendaftaran tanah: 

ATR/BPN bertanggung jawab atas pendaftaran tanah, termasuk pencatatan 

hak-hak atas tanah, perubahan data tanah, dan penerbitan sertifikat hak 

atas tanah.  

• Pengukuran dan pemetaan: 

ATR/BPN melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk 

mendukung kegiatan pendaftaran tanah dan penataan ruang.  

• Pengendalian dan penataan: 

ATR/BPN memiliki wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan ruang 

dan penggunaan tanah, serta menata kembali penggunaan tanah yang 

tidak sesuai dengan peraturan.  

• Penyelesaian sengketa dan konflik: 

ATR/BPN berwenang dalam menyelesaikan sengketa dan konflik 

pertanahan, baik melalui mediasi, ajudikasi, maupun melalui proses 

pengadilan.  

• Pengadaan tanah: 

ATR/BPN memiliki wewenang dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum, dengan prinsip ganti rugi yang adil dan layak.  

• Pelayanan publik: 

ATR/BPN menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan, 

seperti penerbitan sertifikat, informasi pertanahan, dan konsultasi 

pertanahan.  
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DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN 

 

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Pelatihan Tata Cara Kerja                 Foto 2.Klasifikasi BT, BW, dan HGB                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.  Pengarsipan Buku                             Foto 4. Validasi Buku Tanah  

                               

Dokumentasi lengkap bisa diperoleh di database pesaerta PPL :  

1. Dokumentasi foto dan video bisa dilihat di  

https://drive.google.com/drive/folders/1SawhcVJo5bHkaTldrRfbT62j0Z

VEmRX1 

2. Laporan Individu Peserta  

https://drive.google.com/drive/folders/1Tu4kTO59oIPXsjMSj4gJvBzoizWu6z

FC 

3. Nilai Perserta  

https://drive.google.com/drive/folders/1X_13L

NPgZEB-CdFkM45BBpabsXhQIkbm 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SawhcVJo5bHkaTldrRfbT62j0ZVEmRX1
https://drive.google.com/drive/folders/1SawhcVJo5bHkaTldrRfbT62j0ZVEmRX1
https://drive.google.com/drive/folders/1Tu4kTO59oIPXsjMSj4gJvBzoizWu6zFC
https://drive.google.com/drive/folders/1Tu4kTO59oIPXsjMSj4gJvBzoizWu6zFC
https://drive.google.com/drive/folders/1X_13LNPgZEB-CdFkM45BBpabsXhQIkbm
https://drive.google.com/drive/folders/1X_13LNPgZEB-CdFkM45BBpabsXhQIkbm


HASIL KEGIATAN 

 

1. Terciptanya laporan kegiatan Progam Pengayaan Lapangan 

2. Terciptanya mahasiswa yang siap untuk diterjunkan ke dalam dunia kerja 

3. Menghasilkan pemuda islami yang mampu menggerakan serta mengerti 

kegiatan kegiatan di dalam dunia kerja dengan mempraktikan teori yang 

didapatnya di perkuliahan 

4. Telah Menambah wawasan keilmuan yang siap digunakan untuk masa yang 

akan datang 

5. Menghasilkan pengalaman nyata dalam mengelola arsip pertanahan, seperti 

pencarian, pengelompokan, verifikasi, dan validasi buku tanah. 

6. Bertambahnya wawasan keilmuan mengenai hukum agraria dan tertib 

administrasi pertanahan sebagai bekal di masa yang akan datang. 

 

PENUTUP 

 

Demikian laporan kegiatan Progam Pengalaman Lapangan. yang menjadi 

tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Laporan kegiatan lomba ini kami 

buat dengan sebenar- benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada 

laporan ini akan kami perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya. 

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

membantu terlaksananya acara ini sehingga terlaksana dengan lancer dan 

sukses. Semoga segala usaha kita mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 1 : Rekapitulasi Kegiatan Harian 

 

No. Hari/Tanggal Bagian/Ruangan Kegiatan Hasil Observavsi 

1 
Senin, 23 

Juni 2025 

Kantor 

Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang Kab. 

Ponorogo 

Observasi ke 

berbagai 

Sektor di 

Kantor 

ATR/BPN 

Ponorogo 

Kantor ATR/BPN Kabupaten 

Ponorogo merupakan instansi 

pemerintah yang memiliki 

kewenangan khusus dalam 

bidang pertanahan, meliputi 

pendaftaran tanah, penerbitan 

sertipikat hak atas tanah, 

penataan penggunaan tanah, 

serta penyelesaian sengketa 

pertanahan di wilayah 

Kabupaten Ponorogo. 

2 
Selasa, 24 

Juni 2025 

Ruang Tata 

Usaha Kantah 

Ponorogo 

Pembagian 

tugas magang 

dan 

pengenalan 

kantor  

Peserta magang ditempatkan di 

bagian arsip buku pertanahan 

dan loket pelayanan untuk 

mempelajari tata kelola dokumen 

pertanahan serta proses 

pelayanan kepada masyarakat 

secara langsun 

3 
Rabu, 25 Juni 

2025 

Bagian arsip 

buku tanah 

Penjelasan 

mengenai tata 

cara keja dan 

pengelompok

an sertifikat 

tanah sesuai 

yang tertera di 

UUPA 

Peserta magang mengikuti 

perkenalan dengan bagian arsip, 

pelatihan dan pembacaan tata 

cara kerja, serta melaksanakan 

pembersihan umum sebagai 

bagian dari kegiatan observasi. 

Serta mendapatkan arahan 

tentang jenis-jenis hak tanah 

yanga ada dalam UUPA 

4 
Kamis, 26 

Juni 2025 

Bagian arsip 

buku tanah dan 

Gudang Arsip 

Penjelasan 

mengenai 

jenis-jenis 

layanan yang 

disediakan 

Jenis jenis pelayanan yang ada di 

kementerian ATR / BPN meliputi 

pendaftaran tanah, pelayanan 

sertifikat tanah, pemeliharaan 

data pendaftar tanah, pelayanan 
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oleh 

kemeterian 

ATR / BPN 

informasi pertanahan,dan 

pelayanan sengketa pertanahan 

5 
Senin, 30 

Juni 2025 

Bagian Arsip 

Buku Tanah 

(Sertifikasi 

Wakaf) 

Membantu 

staf dalam 

pencarian 

buku tanah 

dan sertifikasi 

tanah serta 

percepatan 

sertifikasi 

tanah wakaf 

Proses sertifikasi tanah wakaf 

dilakukan setelah ikrar wakaf 

disahkan PPAIW, dicatat di KUA, 

lalu didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan hingga terbit 

Sertipikat Tanah Wakaf yang 

menetapkan tanah hanya 

digunakan sesuai tujuan wakaf 

dan tidak dapat dialihkan 

kepemilikannya. 

6 
Selasa, 1 Juli 

2025 

Bagian Arsip 

(Pengelompoka

n buku tanah 

sesuai dengan 

Undang-

Undang Pokok 

Agraria UUPA) 

Membantu 

mengelompok

an buku tanah 

sesuai hak 

yang tertera 

dalam UUPA 

Hak atas tanah meliputi Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Sewa, Hak Membuka Tanah dan 

Memungut Hasil Hutan, serta 

hak-hak sementara seperti gadai, 

menumpang, dan bagi hasil.  

8 
Rabu, 2 Juli 

2025 

Bagian Arsip 

buku tanah 

(kasifikasi HT, 

BW, HGB) 

Membantu 

klasifikasi 

buku tanah 

setelah 

diproses  

Pelayanan pertanahan yang 

paling banyak diproses adalah 

Hak Tanah (Hak pakai), Buku 

Wakaf Serta HGB (Hak Guna 

Banguanan) dengan permohonan 

seperti pemecahan tanah, jual beli 

dan balik nama. 

9 
Kamis, 3 Juli 

2025 

Bagian arsip dan 

Loket Pelayanan 

Membantu 

staf arsip 

dalam 

mencari buku 

Buku tanah yang telah diproses 

disesuaikan sesuai dengan nota 

proses per warna. Proses-proses 
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tanah yang 

akan diproses 

itu meliputi pemecahan tanah, 

warisan, balik nama, dll 

10 
Jumat, 4 Juli 

2025 

Bagian Arsip 

dan Loket 

Pelayanan 

(Pelayanan satu 

pintu) 

Membantu 

klasifikasi 

buku tanah 

setelah 

diproses 

Hak atas tanah yang paling 

banyak diproses adalah Hak 

Tanah (Hak pakai), Buku Wakaf 

Serta HGB (Hak Guna 

Banguanan) 

11 
Senin, 7 Juli 

2025 

Bagian arsip dan 

Loket Pelayanan 

Membantu 

staf arsip 

dalam 

mencari buku 

tanah 

Buku tanah yang telah diproses 

disesuaikan sesuai dengan nota 

proses per warna. Proses-proses 

itu meliputi pemecahan tanah, 

warisan, balik nama, dll 

12 
Selasa, 8 Juli 

2025 

Bagian Arsip 

(Pengelompoka

n buku tanah 

sesuai dengan 

Undang-

Undang Pokok 

Agraria UUPA) 

Membantu 

mengelompok

an buku tanah 

sesuai hak 

yang tertera 

dalam UUPA 

Hak atas tanah meliputi Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Sewa, Hak Membuka Tanah dan 

Memungut Hasil Hutan, serta 

hak-hak sementara seperti gadai, 

menumpang, dan bagi hasil. 

13 
Rabu, 9 Juli 

2025 

Bagian Arsip 

(Pengelompoka

n buku tanah 

sesuai dengan 

Undang-

Undang Pokok 

Agraria UUPA) 

Membantu 

mengelompok

an buku tanah 

sesuai hak 

yang tertera 

dalam UUPA 

Hak atas tanah meliputi Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Sewa, Hak Membuka Tanah dan 

Memungut Hasil Hutan, serta 

hak-hak sementara seperti gadai, 

menumpang, dan bagi hasil. 

14 
Kamis, 10 

Juli 2025 

Bagian arsip dan 

Loket Pelayanan 

Membantu 

staf arsip 

dalam 

mencari buku 

Buku tanah yang telah diproses 

disesuaikan sesuai dengan nota 

proses per warna. Proses-proses 



 

 

 
FORMULIR 

No Dok 
Tgl 
Berlaku  
No Revisi    
Tgl Revisi 
Lembar 

:  FORM/UNIDA/MUTU-05A 
: 26-02-1447/20-08-2025 
:  
: - 
: 3 / 21 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN 

tanah yang 

telah diproses 

itu meliputi pemecahan tanah, 

warisan, balik nama, dll 

15 
Jumat, 11 Juli 

2025 

Bagian arsip dan 

Loket Pelayanan 

Membantu 

staf arsip 

dalam 

mencari buku 

tanah yang 

telah diproses 

Buku tanah yang telah diproses 

disesuaikan sesuai dengan nota 

proses per warna. Proses-proses 

itu meliputi pemecahan tanah, 

warisan, balik nama, dll 

16 
Senin, 14 Juli 

2025 

Bagian 

Penetapan Hak 

dan Pendaftaran 

Membantu 

bagian 

penetapan hak 

dan 

pendaftaran 

dalam validasi 

buku tanah 

Validasi Hak Tanah (Hak Milik, 

HGB, HGU, dan Hak Pakai) 

adalah cara agar data pemilik 

tanah yang tercatat dalam buku 

tanah sesuai dengan yang ada  

tercatat secara elektronik didalam 

aplikasi SITATA milik 

kemeterian ATR/BPN 

17 
Selasa, 15 Juli 

2025 

Bagian arsip dan 

Loket Pelayanan 

Membantu 

staf arsip 

dalam 

mencari buku 

tanah yang 

telah diproses 

Buku tanah yang telah diproses 

disesuaikan sesuai dengan nota 

proses per warna. Proses-proses 

itu meliputi pemecahan tanah, 

warisan, balik nama, dll 

18 
Rabu, 16 Juli 

2025 

Bagian 

Penetapan Hak 

dan Pendaftaran 

Membantu 

bagian 

penetapan hak 

dan 

pendaftaran 

dalam validasi 

buku tanah 

Validasi Hak Tanah (Hak Milik, 

HGB, HGU, dan Hak Pakai) 

adalah cara agar data pemilik 

tanah yang tercatat dalam buku 

tanah sesuai dengan yang ada  

tercatat secara elektronik didalam 

aplikasi SITATA milik 

kemeterian ATR/BPN 
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19 
Kamis, 17 

Juli 2025 

Bagian 

Penetapan Hak 

dan Pendaftaran 

Membantu 

bagian 

penetapan hak 

dan 

pendaftaran 

dalam validasi 

buku tanah 

Validasi Hak Tanah (Hak Milik, 

HGB, HGU, dan Hak Pakai) 

adalah cara agar data pemilik 

tanah yang tercatat dalam buku 

tanah sesuai dengan yang ada  

tercatat secara elektronik didalam 

aplikasi SITATA milik 

kemeterian ATR/BPN 

20 
Jumat, 18 Juli 

2025 

Bagian 

Penetapan Hak 

dan Pendaftaran 

Membantu 

bagian 

penetapan hak 

dan 

pendaftaran 

dalam validasi 

buku tanah 

Validasi Hak Tanah (Hak Milik, 

HGB, HGU, dan Hak Pakai) 

adalah cara agar data pemilik 

tanah yang tercatat dalam buku 

tanah sesuai dengan yang ada  

tercatat secara elektronik didalam 

aplikasi SITATA milik 

kemeterian ATR/BPN 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan 
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Lampiran 2 : Draf Kerjasama (Mou) 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus 
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Lampiran 4 : Sertifikat Kegiatan 
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Lampiran 5 : Nilai Individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


